
 

 

 

 

BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  SUKOHARJO 
NOMOR 15 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN  

MENARA TELEKOMUNIKASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SUKOHARJO, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan 
urusan pengelolaan penyelenggaraan sumber daya, dan 
perangkat pos, serta informatika;  

b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor : 555/0010919 tanggal 20 Juli 2017 Perihal 
Pengelolaan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, 
kewenangan pengelolaan telekomunikasi merupakan 
kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan 
Pembangunan Menara Telekomunikasi perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2013);  
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4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3817); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4726); 

9. Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2009 tentang 
Penerbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 1); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3838); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor  9 Tahun 
2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 178); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 
2011 tentang Penataan dan Pembangunan Menara 
Telekomunikasi  (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Nomor 188); 
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23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

dan 

BUPATI SUKOHARJO 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 8 
TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN 
MENARA TELEKOMUNIKASI. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penataan dan 
Pembangunan Menara Telekomunikasi  (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 188), diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut:  

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, angka 19 dan angka 
20 dihapus, angka 22 diubah, dan angka 24 dihapus, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.  

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo. 

4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman 
dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam 
bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara 
dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau 
sistem elektromagnetik lainnya. 
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5. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk 

kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau 
bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi 
dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk 
kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat 
berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul 
atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana 
fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai 
sarana penunjang menempatkan perangkat 
telekomunikasi. 

6. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara 
telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh 
beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) 
untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan 
telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver 
Station) berdasarkan cellular planning yang 
diselaraskan dengan Rencana Induk Menara 
Telekomunikasi. 

7. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, 
koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha 
milik negara, badan usaha swasta, instansi 
pemerintah, instansi keamanan negara yang telah 
mendapatkan Izin untuk menyelenggarakan jasa 
telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan 
telekomunikasi khusus. 

8. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator 
telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya 
memerlukan Tower Base Transceiver Station (BTS) yang 
selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara 
Telekomunikasi Terpadu. 

9. Penyedia Menara adalah badan usaha yang 
membangun, memiliki, menyediakan serta 
menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan 
bersama oleh penyelenggara telekomunikasi. 

10. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola 
atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak 
lain. 

11. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan 
atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan 
layanan jasa konstruksi. 

12. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang 
perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli 
yang profesional di bidang jasa konstruksi 
pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan 
kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil 
perencanaan menara untuk pihak lain. 
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13. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah 
perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk 
penempatan menara-menara telekomunikasi selular 
dengan menggunakan standar teknik perencanaan 
jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan 
kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik 
layanan selular. Rencana Induk Menara 
Telekomunikasi dibuat dengan mengharmonisasikan 
kepentingan teknis selular dengan keindahan 
lingkungan dan menyesuaikan dengan Rencana Tata 
Ruang Wilayah. 

14. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS 
adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) 
yang berfungsi untuk menghubungkan antara 
handphone dengan perangkat selular. 

15. Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara 
telekomunikasi yang desain dan bentuknya 
diselaraskan dengan lingkungan dimana menara 
tersebut berada. 

16. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu dengan tempat 
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di 
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak 
digunakan untuk kegiatan manusia. 

17. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 
konstruksi yang menyatu dengan tempat 
kedudukannya, sebagai atau seluruhnya berada di 
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang 
berfungsi sebagai tempat manusia melakukan 
kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, 
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, 
budaya maupun kegiatan khusus. 

18. Zona adalah batasan area persebaran peletakan 
menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang 
yang ada. 

19. Dihapus.  

20. Dihapus. 

21. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah untuk mengatur dan menata 
keberadaan dan pendirian menara telekomunikasi. 

22. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu 
perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang 
menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan 
asuransi sebagai imbalan untuk: 

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau 
pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya 
yang timbul, kehilangan keuntungan, atau 
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang 
mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis 
karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; 
atau 
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b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada 

meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang 
didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan 
manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau 
didasarkan pada hasil pengelolaan dana.  

23. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF 
adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah 
daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus 
oleh pemerintah, untuk menyatakan kelaikan fungsi 
suatu bangunan baik secara administrasi maupun 
teknis, sebelum pemanfaatannya. 

24. Dihapus.  

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

                                  Pasal 10 
 

(1) Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat 
dilaksanakan oleh Penyelenggara telekomunikasi, 
Penyedia Menara, dan/atau Kontraktor Menara yang 
berbentuk Badan Usaha. 

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah orang perseorangan atau badan hukum yang 
didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai 
tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di 
Indonesia. 

(3) Untuk mewujudkan pembangunan Menara 
Telekomunikasi Bersama Pemerintah Daerah dapat 
melakukan kerjasama dengan Badan Usaha 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(4) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), harus dilaksanakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, ayat (4) dan ayat (5) 
dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 11 
 

(1) Pemasangan antena pemancar telekomunikasi harus 
dilakukan pada Menara Telekomunikasi Bersama. 

(2) Penyelenggara telekomunikasi dapat menempatkan : 

a. menara dan/atau antena di atas bangunan gedung 
(roof top), apabila tidak melampaui ketinggian 
maksimum selubung bangunan gedung yang 
diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung 
mampu mendukung beban menara dan/atau 
antena; dan/atau 

b. antena pada bangunan, tiang lampu penerangan 
jalan apabila konstruksi bangunannya mampu 
mendukung beban antena.  
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(3) Lokasi dan penempatan menara dan/atau antena 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi 
ketentuan rencana tata ruang wilayah dan 
keselamatan bangunan, keamanan, serta memenuhi 
estetika. 

(4) Dihapus.  

(5) Dihapus.  

 
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 26 
 

(1) Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama antar 
Penyelenggara Telekomunikasi, antara Penyedia 
Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau 
antara Pengelola Menara dengan Penyelenggara 
Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian 
tertulis dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah 
melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan 
pelayanan terpadu satu pintu.  

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, 
Penyedia Menara atau Pengelola Menara. 

(3) Prosedur dan tatacara pelaporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 29 
 

(1) Setiap pembangunan Menara Telekomunikasi wajib 
memiliki izin meliputi : 

a. Izin Lokasi;  

b. Izin Lingkungan; dan 

c. IMB.  

(2) Persyaratan dan tata cara permohonan perizinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 
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6. Ketentuan ayat (2) huruf e Pasal 30 diubah sehingga 
berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 30 

 

(1) Penyedia Menara yang telah memiliki izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berhak 
menggunakan menara telekomunikasi sesuai dengan 
kesepakatan dan izin yang telah diperoleh. 

(2) Penyedia Menara yang telah memiliki izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib : 

a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan 
yang diberikan; 

b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan 
keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

c. melakukan pengukuran Elektromagnetic 
Compatibility (EMC) pada antena yang 
ditempatkan pada menara telekomunikasi setiap 6 
(enam) bulan dan wajib melaporkan kepada 
Pemerintah Daerah; 

d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul 
dari pelaksanaan izin yang telah diberikan; dan 

e. membantu pelaksanaan monitoring, evaluasi dan 
pengendalian yang dilakukan oleh petugas yang 
berwenang.  

 
7. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 33 
 

(1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi dan 
pengendalian Menara Telekomunikasi. 

(2) Dalam rangka penyelenggaraan  monitoring, evaluasi 
dan pengendalian Menara Telekomunikasi   
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati 
membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan 
Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

(3) Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Menara 
Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI 
JAWA TENGAH : (15/2018) 

Ditetapkan di Sukoharjo 
pada  tanggal  31 Desember 2018 
 

BUPATI SUKOHARJO, 
 
            ttd 
 
 
WARDOYO WIJAYA 

 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal  31 Desember 2018 
 
       SEKRETARIS DAERAH 
    KABUPATEN SUKOHARJO, 
                 
                   ttd 

 

          AGUS SANTOSA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2018 NOMOR 15 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

BUDI SUSETYO, SH, MH 
Pembina 

NIP. 19730705 199203 1 004 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  

NOMOR  15  TAHUN 2018 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN  

MENARA TELEKOMUNIKASI 

I. UMUM 

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, Pemerintah Daerah tidak mempunyai kewenangan urusan 
pengelolaan penyelenggaraan sumber daya, dan perangkat pos, serta 
informatika.  

Sehubungan dengan  pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, 
maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi perlu 
diubah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1  

Cukup jelas. 

Angka 2 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Angka 4 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Angka 5 

Pasal 29 

Ayat (1)  

Huruf a  

Cukup jelas. 

Huruf b  

Cukup jelas. 
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Huruf c  

Yang dimaksud dengan IMB adalah IMB 
untuk  Bangunan Menara Telekomunikasi. 

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Angka 6 

Pasal 30 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Huruf a  

Cukup jelas. 

Huruf b  

Cukup jelas. 

Huruf c  

Cukup jelas. 

Huruf d  

Cukup jelas. 

Huruf e  

Yang dimaksud dengan “petugas yang 
berwenang” adalah Tim Monitoring, 
Evaluasi dan Pengendalian Menara 
Telekomunikasi. 

Angka 7 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 273     

 


